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BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ooa.

- BUPATI SINTANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, serta
berdasarkan Pasal 14A ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sintang, maka - diperlukan pengaturan tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;

bahwa penetapan mengenai Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, merupakan dasar bagi
perhitungan guna menetapkan besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dan
perhitungan  bagi besaran  Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201.3;

bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a dan
b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2013;

Mengingat . .



——
00738

g?feaﬁg'““da“g Nomor 27 Tahun 1959 tentans
1953 Pan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahu :

> tentang Pembentukan Daerah Tingkat I i
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesid
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 No_mor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 1820y,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rpublik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3567);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
‘sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelig
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PCI'Wakilar;
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang~Undang
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10.

11.

12.

13;

14.

15,

00739

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 e
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indanes
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran iEesre
Republik Indonesia Nomor 5166);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentant
Pembentukan Peraturan F’~'3!'11“dE‘mg'Undangmil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol'k
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republl
Indonesia Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentané
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.7
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan  Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertangguﬂgiawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tatg Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional.

16. Peraturan _ .
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Menetapkan

16. Peraturan Dj

17:

18.

19.

22,
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erah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
g Kedudukan Protokoler dan Keuangar

an Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Sintang  (Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor
1, Tambahan Lembar

an Daerah Kabupaten Sintang
Nomor‘ 1) sebagaimana telah c?iubah geberapa keally
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar arl
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012
Nomor 10); ' o ‘

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah |
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10.

11.

bRakyat Daerah menurut asas (:xtorlomi1 d X
antuan dengan prinsip otonomi seilas-
glasngé_\ dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang*Undan D - Indonesia
Tahun 1945, 8 Dasar Negara Republik

tugas pem

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perang <
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah Kabupaten Sintang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny
disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sintang.

Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua
DPRD Kabupaten Sintang.

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten
Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji
berdasarkan  ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD
Kabupaten Sintang.

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah
yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah
klasifikasi atau klaster suatu daerah untuk
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah
tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai
dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
pada setiap klaster.

Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya
disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sptiap bulan dalam
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan
Anggota DPRD.

12, Belanja
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fuang Operasional Pimpinan DPRD yang
disin

dana isingkat BPO Pimpinan DPRD adalah
bulan yf,r:tgu disediakan bagi Pirr?pina.n DPRD setiap
berkaitan ¢ Menunjang kegiatan operasional yang
kebutuhan 1aie Ngan representasi, pelayanan dan

i 1 0 guna mel an tugas
Pimpinan Dprp Sehari_ﬁ :\rfilcarkan pelaksana

13.

> :;giaran Pel?d.apatan dan Belanja Daerah yang
e Jumya dlSmgkat APBD adalah suatu rencana
uangan  Tahunan Daerah yang ditetapkan

gerdasarkan peraturan Daerah tentang Anggaran
endapatan dan Belanja Daerah.

BAB 11

TATA CARA PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dihitung
dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sama
dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan
Kemampuan  Keuangan  Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini adalah data
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2013.

(2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



Pasal 4

(1) Kelom Q
Sintanpg lezimampUan Keuangan Daerah Kabupaten
Rp. 497 671 11;n Anggaran 2013 adalah sebesar
tujuh milya.r 7.587,75 (empat ratus sembilan pL{luh
seratus tuinh €nam ratus tujuh puluh satu juta
puluh tuyi {_1 Puluh tujuh ribu lima ratus delapan
JUh rupiah k0|ma tujuh puluh lima sen).

(2) Berdasarkan
Keuangan

Anggaran 20
maka Kem

nilai nominal Kelompok Kemampuan
Daerah  Kabupaten Sintang Tahun
13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sintan ampuan Keuangan Daerah Kabupaten
K g termasuk dalam kategori Kelompok

¢mampuan Keuangan Daerah Tinggi, yaitu di atas
. #00.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

(3) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten  Sintang Tahun Anggaran 2013
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar bagi penetapan besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2013.

(4) Pengelompokan Kemampuan:@ Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang Tahun  Anggaran 2013
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar bagi penetapan besaran Belanja Penunjang
Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Anggota dan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dgerah Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2013 _sebagmmana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) dan Belanja Penunjang Operasinal
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kébupaten
Sintang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabUpaten
Sintang Tahun Anggaran 2013 dan akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati Sintang.

BAB V...
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y BABIV
Pasal ¢

hal yang belum diatur dan

() 1;113;11' diatur lebih lanjut seg

/E.ltau belum cukup diatur dalam Peramrir;
val ketentuan Perundang-Undangan Y2

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan pada
(2) ;anggal 1 Januari 2013 sampaj dengan tanggal 31 Desember 2013.

BAB V
i KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

r setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Su?)ati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
—pada tanggal 26 Desember 2012

\
\

\ . .
BUPATI SINTANG,

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 26 Desember 2012

Ve

PETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

I N




